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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2012
TENTANG

PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa pengembangan kualitas Pegawai Negeri Sipil di

1.

lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilakukan
dengan meningkatkan kompetensinya yang salah
satunya melalui izin belajar bagi pegawai yang dapat
diselenggarakan melalui pendidikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelaksanaan
Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kementerian Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
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2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);

. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4193);

. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000

tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4194);

. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
| Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/Menkes/
Per/VI1/2009 tentang Pemberian Kuasa dan
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi
Kepegawaian dalam Lingkungan Departemen
Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
HK.02.02/Menkes/076/1/2010;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/
Per/VI11/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi
Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas
Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil,

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN  MENTERI KESEHATAN  TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL D] LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN.


http://www.djpp.depkumham.go.id

2012, No.1046 4

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Izin Belajar adalah pemberian izin oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan formal ke
jenjang yang lebih tinggi atas kemauan sendiri, dengan biaya sendiri
yang diselenggarakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas
kedinasan.

2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai
Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

3. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu.

5. Pimpinan Unit adalah pejabat setingkat eselon Il unit kerja atau
pejabat setingkat eselon | c.q sekretaris unit utama untuk Unit
Pelaksana Teknis.

6. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Pemberian Izin Belajar dilaksanakan dalam rangka meningkatkan
kapasitas dan profesionalisme PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan
sebagai upaya meningkatkan pemberdayaan dan penyediaan sumber daya
manusia yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan
kebutuhan.

BAB I
PERSYARATAN DAN TATACARA PENGAJUAN IZIN BELAJAR
Pasal 3

Setiap PNS Kementerian Kesehatan yang akan melanjutkan pendidikan
formal ke jenjang yang lebih tinggi atas kemauan sendiri dan dengan biaya
sendiri, harus mendapat Izin Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
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